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WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¢57 TAHUN 2023
TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan
pupuk bagi petani, perlu melindungi petani dari
penyalahgunaan  kegiatan penyediaan, penyaluran,
penyimpangan, pengedaran, pemakaian pupuk dan
perstisida melalui kegiatan pengawasan secara terpadu;

. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komisi
Pengawasan dan Pestisida;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tantang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomo 299);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan
Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2038);



Menetapkan
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KEDUA

11. Perturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656),

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

MEMUTUSKAN:

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Banjarmasin
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaiman dimaksud
dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai
berikut :

a. Tugas:

1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan
tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan
penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida
di Kota Banjarmasin; dan

2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan
hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait
dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota
Banjarmasin.

b. Wewenang:

1. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu
pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan
mengusulkan petugas dari instasinya untuk
ditetapkan sebagai pengawasan pupuk dan pestisida di
Kota Banjarmasin;

2. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas
pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku
usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan
penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida
serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran
dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta
melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan
terhadap dugaan tersebut;

5. memanggil pemilik untuk diminta keterangan dan
penjelasan sesuai dengan dibutuhkan dan selanjutnya
membuat suatu kesimpulan atau laporan;

6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menagani
hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk
menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan
pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-uandangan yang
mengakibatkan kerugian pihak lain;

7. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang
berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam
pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; dan

8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk
menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk
dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
wewenang masing-masing instansi yang berkaitan
dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat
Kota Banjarmasin

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali
Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Agustus 2023.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 13 September 2UZ3

WALI KOTA BANJARMASIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 627  TAHUN 2023

TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KOTA BANJARMASIN

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

KOTA BANJARMASIN

No. | JABATAN DALAM JABATAN DALAM DINAS
KOMISI

1. | PEMBINA WALI KOTA
WAKIL WALI KOTA

2. | KETUA SEKRETARIS DAERAH

3. |KETUAI KEPALA  DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

4. |KETUAII KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

S. | SEKRETARIS KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA

6. |SEKRETARISI KEPALA BIDANG PERTANIAN DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DABN
PERIKANAN

7. | SEKRETARIS II KEPAAL SUB DINAS PERDAGANGAN DALAM

NEGERI DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

ANGGOTA

KEPALA DINAS KESEHATAN

KEPALA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
TENAGA KERJA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

UNSUR KEPOLISIAN RESORT KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN
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